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1. Pemerintah Daerah X mengalami penurunan PAD sebesar 30% akibat pandemi. Untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik, langkah strategis yang paling tepat dengan mempertimbangkan prinsip value for money adalah...
A. Menambah utang daerah untuk menutup defisit anggaran
B. Mengurangi seluruh program pelayanan publik secara proporsional
C. Melakukan realokasi anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat dan melibatkan sektor swasta melalui skema PPP
D. Meningkatkan tarif retribusi daerah untuk semua jenis layanan
E. Menunda seluruh proyek pembangunan infrastruktur
Kunci Jawaban: C

2. Dalam kasus korupsi e-KTP, terjadi mark-up anggaran yang sangat besar tanpa terdeteksi dalam waktu lama. Jika dikaitkan dengan fungsi akuntansi sektor publik, kegagalan utama terjadi pada aspek...
A. Pencatatan transaksi keuangan secara manual
B. Management control yang lemah dalam monitoring realisasi anggaran dan sistem audit internal yang tidak efektif
C. Pelaporan keuangan yang menggunakan basis kas
D. Kurangnya jumlah akuntan di instansi pemerintah
E. Tidak adanya sistem akuntansi terkomputerisasi
Kunci Jawaban: B

3. Suatu BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik mengalami kerugian finansial namun berhasil meningkatkan akses layanan kepada masyarakat miskin. Dari perspektif akuntansi sektor publik, evaluasi kinerja yang tepat adalah...
A. BUMN tersebut gagal karena mengalami kerugian finansial
B. BUMN tersebut berhasil karena meningkatkan laba operasional
C. Kinerja harus dinilai dari aspek efektivitas pelayanan dan dampak sosial, bukan semata-mata dari laba rugi
D. BUMN harus segera diprivatisasi untuk menghindari kerugian lebih lanjut
E. Kinerja BUMN hanya dapat dinilai dari laporan keuangan audited
Kunci Jawaban: C

4. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan mendasar antara akuntabilitas sektor publik dengan sektor swasta adalah...
A. Sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen, sedangkan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditor
B. Sektor publik menggunakan basis kas, sektor swasta basis akrual
C. Sektor publik tidak perlu membuat laporan keuangan, sektor swasta wajib membuat
D. Sektor publik hanya fokus pada anggaran, sektor swasta fokus pada laba
E. Sektor publik tidak memiliki sistem audit, sektor swasta memiliki auditor eksternal
Kunci Jawaban: A

5. Dalam era digitalisasi, pemerintah menerapkan sistem e-budgeting dan e-procurement. Implementasi teknologi ini paling kuat mendukung terwujudnya prinsip good governance dalam aspek...
A. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan
B. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta pencegahan korupsi
C. Peningkatan jumlah APBD setiap tahunnya
D. Pengurangan jumlah pegawai negeri sipil
E. Percepatan proses tender proyek pemerintah
Kunci Jawaban: B

6. Sebuah daerah dengan mayoritas penduduk lansia memiliki karakteristik demografis yang berbeda dengan daerah berusia produktif. Implikasi terhadap kebijakan akuntansi sektor publik yang paling tepat adalah...
A. Alokasi anggaran lebih besar untuk pendidikan dan pelatihan kerja
B. Prioritas anggaran pada jaminan sosial, layanan kesehatan lansia, dan infrastruktur ramah lansia
C. Fokus pada pembangunan kawasan industri dan pabrik
D. Mengurangi anggaran kesehatan karena produktivitas rendah
E. Meningkatkan anggaran untuk program kewirausahaan muda
Kunci Jawaban: B


7. Perhatikan pernyataan berikut tentang perubahan dari cash basis ke accrual basis dalam akuntansi pemerintahan:
I. Memberikan informasi yang lebih lengkap tentang aset dan kewajiban pemerintah
II. Meningkatkan transparansi laporan keuangan
III. Mengurangi beban kerja akuntan pemerintah
IV. Memudahkan komparabilitas dengan standar internasional
Pernyataan yang benar adalah...
A. I, II, dan III
B. I, II, dan IV
C. II, III, dan IV
D. I, III, dan IV
E. Semua benar
Kunci Jawaban: B

8. Dalam konteks faktor politik yang mempengaruhi sektor publik, pernyataan yang menunjukkan hubungan paling kuat antara sistem politik dengan akuntansi sektor publik adalah...
A. Partai politik menentukan siapa yang menjadi menteri keuangan
B. APBN harus mendapat persetujuan DPR sebagai bentuk check and balance dalam sistem demokrasi, sehingga akuntabilitas keuangan menjadi lebih kuat
C. Pemilihan umum mempengaruhi harga saham BUMN
D. Presiden memiliki wewenang penuh dalam menetapkan anggaran negara
E. Ideologi negara tidak berpengaruh terhadap kebijakan fiskal
Kunci Jawaban: B

9. Seorang analis diminta mengevaluasi efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Indikator yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan program tersebut dari perspektif performance evaluation sektor publik adalah...
A. Jumlah total anggaran yang dikeluarkan untuk program
B. Jumlah kartu yang berhasil dicetak dan didistribusikan
C. Persentase penerima bantuan yang berasal dari keluarga miskin dan dampaknya terhadap angka putus sekolah
D. Jumlah pegawai yang terlibat dalam program
E. Popularitas program di media sosial
Kunci Jawaban: C

10. Perhatikan kasus berikut: Pemerintah daerah Y memiliki sumber daya alam melimpah namun pendapatan per kapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Laporan keuangan menunjukkan realisasi anggaran 95% dengan opini WTP dari BPK. Analisis yang paling tepat terkait kasus tersebut adalah...
A. Kinerja pemerintah daerah sangat baik karena mendapat opini WTP
B. Terjadi ketidakselarasan antara transparansi keuangan dengan efektivitas program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
C. Laporan keuangan tidak valid karena kemiskinan masih tinggi
D. Pemerintah daerah tidak perlu memperbaiki kebijakan karena sudah realisasi 95%
E. BPK melakukan kesalahan dalam memberikan opini audit
Kunci Jawaban: B
